LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

AIARAAD 1
NOMOR 13 TAHT 2001 SE I B }J PV{OR 1-
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
fOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN, DAN SERTIFIKAS]
BENIH / BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN
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dan kesejahteraan petani, penerapan temga.
] . 1\’\1

salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah ;
1. Tanlavirn i PR TR I wa Peraturai
. vasilvva uc %‘ i L]l\CLL-L(lLI\‘lLIJ l.y «a 1 CL“LDL&((A\
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 lentang
delimpalian kewenangan  Pemerinlah - dan
kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,

ingkungan hidup dan seba
B

maka izin usaha perkebunan dan sertifikasi
- benih  tanaman  perkebunan  merupakan

sala e fianuan

kewenangan Kabupaten ;

¢, bahwa berdasarkan maksud huruf 2 dan b
diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerak,

: 1, UndnmY - undmw Nomor 29 Tahun 1959 teniang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I di
Sulawesi ( Le: haran T\Tncr ara Tahun 'Q'\Q Nomaor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
ang Nomor 8 Tahun '

|
I

2 TTndf‘-ng - anaal ) ranid (O3 SRS SF S LAY
Hukum Acara ’ldnna ( Lembaran Negara Tabun
1081 Nomor 76, Tambahan Lombaran Negara

Nomor 3209 )
n [ Ko}
O Juuall? - duuml? Nomoir 12
Sistem Budidaya Tanaman ( Tombaran N(m'\m
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan lL'nnmmn
Necara Nomaor 4713);
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Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambaban Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan  Kcuangan antara Pcmcri‘.‘.au
Pusat dan Pemerintah  Daerah (
Negara Tahun 1999 No {
Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

Undang. - undang 34 Tahun 2000 tenlang
Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048) ; )

Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang - undang Nomior 51
Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupa ten Morowali dan Kabupaien

e iy qaala.alan
inor 72, Tch iwanan

it emtu_ran remermta’n Nomor 44 Tahun 1995
tentang Pembenihan Tanaman;

Pe atulan l‘cmcrmldh Nomor 20 Tahun 1997
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ahun 1997 I\Jomor 55, Tambahan Lembaran

Aana e 2

Lvegcuu Nomiorr 3692 ) J

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kew enangar Pemerintah dait

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembal an Negara Nomor 3546 )

>,

Peraturan Menteri Dalam N‘ ri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegan

Sipil dilingkungan I’ommmtnh Daerah ;
'[\;[, Av QN2 T-\ v

At Dyyaed vimt a1 smor 803
11N

_l\eyu;usa.u Menteri Pertanie

1997 tentang Sertifikasi dan Penmwnsan Mutu

Benih .
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Tahun 1993 Nomor 107 / KPTS - 1 / 1999
fnnhna Pm'lvlnm]TTc\h Pe L'_ebup_g;\_ ’
Tahm 1999 tentang Sis!

Administrasi Pajak Daerah, Ketribusi
1

a m
(.Lun 1 enerimaan i'al
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15.  Peraluran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14
Tahun 1998 lentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil  dilingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Banggai.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20
Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten
Banggai ( Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D
Nomor 13).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan ~ : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN DAN
SERTIFIKASI BENIH / BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Banggai.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan
Legislatif Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Banggai. -

6. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya
dan / atau industri perkebunan.

7. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah hak yang
diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha
budidaya perkebunan, perubahan jenis tanaman atau usaha industri
perkebunan serta perluasan industri perkebunan kepada orang pribadi atau
badan yang melakukan usaha perkebunan.

8. Usaha Budidaya Perkebunan adalah Usaha budidaya tanaman perkebunan
yang meliputi kegiatan penyiapan benih / bibit tanaman, land clearing,
pra - tanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman dan Pasca Panen,

9. Usaha Indusltri Perkebunan adalah usaha industri pengolahan hasil
komoditi perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah
hasil usaha primer perkebunan.

10. Sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah
melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua
persyaratan untuk diedarkan.

11. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau
bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan / atau
mengembangbiakkan tanaman.
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Retribusi D.u‘mh vang s(\l.m]ulnvn disebut Retribusi adalah pemungulan
Daerah b(‘bdgdl pembdvdrdu atas jasa atou pemberian izin tvru-nlu yany,
Khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Perizinan tertentu adalah kegiatan terlenlu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian  dan
pengawasan atas keglatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau ‘fasilitas tertentu guna melindungi

- kegiatan wumum dan menjaga kelestarian lingkungan.

‘AY

Wajib Relribusl adalah orang pribadl alau Badan vanyg menurul Peraturan
Perundang - wundangan chwapbl\nn untuk mclal.ul\.:m pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Refribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka walktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi waijib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Dacrah yang bersangkutan ;

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah vang selanjutnya dapat disingkat
SPACORD, adalah surat yang c‘aguuakun oleb Wajib Retribusi untuk
me]mwor]\an dala oblok Reh‘ibusi dan Wauh Rolrihuq sohavm dnem'

nndnnoan Rntﬂhqu T')apr'\_h

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkai SSRD, adalah surat vang

oleh wajib retribusi. digunakan untul melalukan pembaya

raran  atan
ran

penyetoran retribusi yang terutang ke kas Dacrah atau ketempat

111.\7‘“]‘\2\ raran lain raner ditatanl-an Alahh Rivvatis
AL LT “J \IJ-‘.—I‘ EATE SN J o \-u&\—\‘lt/l NALAL AvAl W .

Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang solamum\ a dlsmvl\nl HKl\l) ndahh

terutang.

Surat Kelelapan Rebrivusi Daerah Kurang Bavar Tambalian, vang
elanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Kepulusan vang menentukan

ia moahan atas jumiah Retribusi yang telah ditelapkan.

Surat T(pfnl]n:\n Retribusi Dwn;_ah Tn]n]\ R’\\ ar yang cf\lw_mn_p'g\ rhcn'l ykat

5
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KRDLB, adalah surat keputusan vang menentukan jumiah keieb 1‘mn
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi vang terutang atau tidak seharusnya terutang,.

Sural T..(;h.‘.x. Retribusi Daerah yang a...a..j"' wya disingkal STRD, adak
Surat untuk melakukan lagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga dan
atau denda.

Surat Koputuwn Keberatan adalah Sural Keputusan keberatan terhadap
SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau punguian oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wn)ﬂ\ Retribusi,

Pemeriksaan adaiah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpuika

o)

j=]

dan mengelah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan  kewajiban  retribusi boerdasarkan  Peraturan
Perundang - undangan Retribusi Daerah.
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24. 1’env1dﬂ<an Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjuinya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta menmnnpulkan
bukt yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
Retribusi Da erah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Usaha Perkebunan dan Sertifikasi Benih / bibit tanaman
yerx&emmnll d.tpungul .l'ELflbu::l aebdgc‘u PenleV:tfml atas Puuwu‘hm iz leclllxl
perkebuman dan sertifikasi benih / bibit tanaman perkebunan,

Pasal 3

—~
P
~—

Objek Retribusi adalah usaha perkebunan dan pengadaan benih
tanaman serta sertifikasi benih / bibit tanama-
(?) jasa pelayanan usaha perkebuna:. .an sertifikasi benih /
meli-

. wunberian Izin.
b. Jasa Pemeriksaan Lahan.
¢. Jasa Pemeriksaan Benih Tanaman.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha
perkebunan dan pengadaan bemh tanaman.
MNMAT TTT
DAD 111
PERIZINAN
Pasal 5
(1) Untuk melakunkan usaha pel.kebtmdn pernsahaan  perkebunan  wajib
memiliki [UP.
(2) IUP schagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama  perusahaan
perkebunan melakukan pengelolaan secara komersial
(3) Porsyaratan dan tata cara pemberian JUP diatur dengan keputusan Bupal
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Fasal 6

Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh
a, Warga Negara Republik indonesia ;

b. Koperasi ; . ‘

¢, Badan Usaha Milik Negara ;

d. Badan Usaha Milik Daerah ;

e. Perusahaan Swasta; '
f.  Kelompok Tani.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), usaha perkebunan dapat
pula dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang clibentuk menurut Hukum
Indonesia, berkedudukan di indonesia oleh Warga Negara Asing dan/atau

Badan Hukum Asing dan modainya dimiliki secara patungan antara modal
asing dengan modal Warga Negara Indonesia dan /alau Badan Hukum
Indonesia maupun secara langsung dimiliki oieh Wargd Negara Asing
dan /atau Badan Hukum Asing .

“tetat LTIYY st

N cvzmtes T

d&l_l(u dicabut apa bila @
a. HGU dan/atau hak atas tanah lainva berakhir masa berlakunyva dan

TN
1

tdak diperpatjang/dipervahatul ;
b, HGIT dan/atau hak atas tanah lainya dicabut oleh pejabat instansi vang

berwenang ;
¢. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimalisud pasal 9.

A as s afiladitaiaas .

Pencabutan IUP scbagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah
diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut - turut dengan selang waktu

& {enamy) bulan .

Dengan dicabutnya [UP karena pelanggaran ketentuan Pasal 9. maka
Bupali Banggal mengusulkan kepada Kepala Badan Perlanahain Nasional

Daerah untuk mencabul HGTJ,

SERTIFIKASI BENIH / BIiBIT
Pasal- 8

Pengadaan benih /bibit tanaman perkebunan vanyr dilakukan oich instansi

pemerintah, perusahaan dan unggota masyarakat yang didatangkan dari
luar Daerah maupun lokal harus memiliki sertifikasi benih / bibit dari
Dinas Perkebunan, Balai Pengawasan dan Pengujian mwutu  bendh
perkebunan (BP2MB).

Sertifikasi benih / bibit sebagaimana dimaksid avat (1) beitujuan unluk

a. Menjaga kemurnian dan kebenaran varietas ;
1 r . .y .
D. IMemelihara kualitas benth ;

c. Memberik;

d. Memberikan legalitas kepada produsen ;

o Ao - . i
e. Mencegah masulnya hama / per

Memberikan jaminan kepada konsumen

Dipindai dengan CamScanner



Sasaran serilfikasi benih adalah sumber benily, kebun penangRaran, kebun
perbanyakan dan kebun pembibitan,

| BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Setiap perusahaan perkebunan yang telah mempercleh IUP wajib

d.

i.

.

Menyelesaikan hak atas tanah selambat - lambatnya 3 (4ga) tahun terhitung
sejak [UP dikeluarkan ;

Melaksanakan pembangunan paling lambat pada tahun keempat terhitung
sejak TUP dikeluarkan ; .

Mengelola usuha p(-rkulnm.mnvu secara profesional,  iransparan,
partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna ;

Mengelola sumber daya alam secara lestari ;

Melalisanakan AMDATL atau UKL // upt, .

Membuka Iahan tanpa bakar ;

Membual proposal dan / atau studi kelavakan ;

Mengajukan permohonan persetujuan ]l]\ﬂ akan mengadakan perubahan
jenis tanaman atau perluasan usaha industri ;

Melaporkan perkembangan usaha perkebunannya secara berkala.

Pasal 10

Setiap oranyg / individu atau badan yang meiakukan penpadaan benih / bibit

b.

. 1 1 . lhail. sy
Menggunakan benih / bibit yang terjamin mutunva, baik secara
;

fisiologis dan fisik benih sesuai denmn sertitikasi benih / hlbll vang

ditetapkan.

Harus mengusahakan sumber benih / bibit vang ada di Daerah / Provinsi

vany telah direkomendir oleh Dirjen Perkebunan atau Dinas Perkebunan,

thnul an yang belum memiliki comber benih . apat diadakan dari Daeraly
el

lain sesuai ketentuan teknis \ ang dikeluarkan oieh Dinas Perkebunan.

Pengawasan mutu benih dilaksanakan cleh pengawas mutu :enﬂ'\. dari
Balai Pengawasan dan Pengujian mutu benth / instalasi P2ZMB Perkebunan
4 J‘ iasam de i hicy !)Lll\klluAu‘i‘l.

SPvTvey 3 Napeath lal-
yang dhu 4 L/agran L-cx\grjuauuuu ucui,un RS RETY

Penmsaha / pengguna benih / bibit diharuskan melaporkan kegiatannya
ke DmasP kebunan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1).
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BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 12

Retribusi izin Usaha Perkebunan dan Sertifikasi Benih / RBibil Tanaman
Perkebunan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasai 13

Tingkat penggunaan jasa usaha pe:rl\ebumn dan sertifikasi benih / bibit
tu;lun‘u‘An d.ldasﬁrlxtu] ctuo J.uuo a Al Pe‘.l'eohnur‘ Gan jum;ﬂln bl’.‘*lﬁ.}‘l / UlJ-‘;

tanaman yang akan dlsertiﬁkasikan.

BAB VIII
NDTA 'rn"r'n AR CACAT ANT
FINLINOLT ALY OAOANAILY

DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 14

(1)  Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan hesarnya tarif retribusi
dimaksudkan untuk menutup biaya pengujian benih / bibit tanaman dan

pemberian - izin  usaha perkebum.n dengan memperlimbangkan

=

kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemberian izin,
pemeriksaan lahan dan sertifikasi benih / bibit tanaman perkebunan.

T LOL\DH

—~~
S
~N—

0 T\
v 1

n
v ’\

A
i~

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan: luas arcal usaha
perkebunan dan jumlah benih / bibit tanaman vang dibutuhkan per Ha.
(2)  Besarnva tarif retribusi seba crmmnn,\ avat (1) d_il_ct;_wp}:,g_p_ sebagaj berikul -

(2)  Besarnya st se
a. Izin usaha perkebunan Hap Ha Rp. 2.500,-
b, Sertifikasi benih / bibit tanaman :
1. Untuk kebun yang membutuhkan benih /. bibit sampai dengan
200 bikit / Ha Rp.

i

2. Untuk kebun vang membutuhkan benih / bibit .dari 801 sampai
denigan 2000 / Ha, Rp. 5 / bibit,
3. Untuk kebun yang membutuhkan benih / bibil diatas 2000 / Ha,

Rp. 3 / bibil.
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(3) Monotoring peredaran benih / bibil tanaiman perkebunan dasi produseit /

pf’nn_nOkaI benih kepada konsumen / pengguna benih, biaya dibebankan
kepada pelaksana kegiatan pembibitan.

Pasal ie

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daeralr sebagai tempat usaha
perkebunan dan pengedaran benih / bibit .

BAB XI’

TATA CARA PEMUNGUTAN

) R Jr = TT-.1- I P N o P P RN S5 I s1. %
Pemuangutan Relibusi Izin Usaha Perkebuian dag Seriilikasi Benih / Bibil

Tanaman Perkebunan tidak dapat diboro ngkan,

o ~

(1) Retribusi cupungut dengan menggunakan SKR{) atau dokumen lain vang

B - . . . g : %
wrang membavar, cLl\mL'm sa 11\5 adn u:,'.x.'_.z L;:x:p.‘. L‘.u\!.‘. 2 %

dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang vang tidak atau

- k

o IR . an di S, inal )
ma115 diba iy a i dan iaflh dcugﬂu mem gunaca l&ITI\D

N

BAB XTI
TTATTL ATAN L DRI LV L
TALTA CAINA I'CIVIDA TAINA N

Pasai 15

Pembavwran Ketribusi vniw terutang harus dilunasi sekalipus.
..1hu<' y\n«v Lr-ml.mn 'Ll'unu <','1.\n h\.'. - o.mlm.l.‘ a3 ima Delas) by

o~ —
19 =
N~
5

) S 4 e (SRR RIS -.-A

~~
(&3]
~—
J
2
3
3
3
¢
<
5]
"i

an Rct‘.lbusx sebagmmam f‘.mm! sud 5
oleh pemohon kepada bendaharawan Kkhusus penerimaan  Dinas
Perkebunan yang selanjutnya menyetor ke Kas Daerah melalui releni g,
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai serta mengir 1ml\.\n tembusan

Ull.l&ll 'ﬂLLUldll l\t‘l.’ddd LIJU(I" Pklll.ldl)dldll Lmur:m I\dl’Ll}‘rlLl'll D:llH"'(ll
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BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 20

Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain vang sejenis sebagai
awal pela_xsanaan penagJ.han Retribusi dikr~rkan segera seielah 7 {vuyuh)
hari sejak j ja 1h tempo pembayaran,

Sejak jangka waktu 7 (tujuh)  hari setelah tanggal surat teguran /
peringatan / surat lain yang sejenis, wajib Relribusi wajib melunasi
Retribusi yang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.

NTYT

DAD ALY

KEBERATAN

dengan alasan - alasan n yang jelas.

Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan a las ketetapan retribusi,
wajib retribusi harus dapat membuktikan }\c\udak benaran Ketetapan

Retribusi tersebut.
Keberatan harus dlmukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hu]zm

sejak tanggal ﬁKRD SKRDKBT dem SKRDLB diterbitkan, kecuali :lpdvlld
um}qb retribusi tertentn d‘yp:\f nmmn\]nl an bahwa nnnl a waktu itu tidalk
dapat dipenui karexn keadaan diluar Kekuwmmnnva

Keberatan yang tidak memenuli persyaralan sebagaimana dimakeud ayat
(2) dan (3) udak dianggap sebagai surat keberatan, sehingg gea  tidak
d}'p ) fimu;‘“"’k:m

Pasal 22
Bupati dalam janglka wal:tu paling lama 6 (enam) bulan sejak L anggal surat
keberatan diterima harus membon keputusan atas keberatan vany, diajukan.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat b erup;'. menerima, seluruhinva atau
-h'wmn menolak, atau monnmhah lwsarn\ a Retribusi vang terutang,
!

[3 bila Jt] gLu wakiu aEui\pumhuﬂd dimaksud }‘uidu ay at {1) telah lewat dan
Bupati tidak membenLan Ssuatu Keputusan. keheratan vang diajukan

te 'SE ut \.Ll(ll ggap LLl\cl UUJJ\&H.
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: BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapal mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilerimanya
permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian
kelebihan retribusi dianggap dibatalkan dan SKRDIB harus diterbitkan
dalam jungka wuktu puling lama 1 (sutu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (i) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebil dahuly utang retribusi tersebut,
Pengembalian kelebihan pembavaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannva SKRDLB,

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelak
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda
sebesar 2 % {dua persen ) alas Relerlambatan peribayaran kelebihan
retribns;

Permehonan pengembalian pembayaran relribuei cdigjukan secara tertulis
kepada Bupati dengan sekurang - Kurangnva menvebutkan

JeSAIMva Kelebilian pembavaran ;

d. alasan vang singkat dan jelas,

Permohonan pengembalian kelebihan pembavacan
secara langsung atau melalui pos lercatal,

Bukti penerimaan oleh pengawas penguji atau bukij pengiriman pos

terealat merupakan bukiti saat permohonan diterima oleh Rupati

M S IS pa LS RE, =
l\'ii'll’llbl Ulhlllll}'(l“\tlll

Pasal 25

Pengambilan kelebihan retribusi  dilakukan dengan menerbitkan Surat

R S1ibavay Len)=lal 3 Y
reritan N{uhtba.y ar kelebihan Retribusi.
Apabila kelebihan pembayaran rotribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 22 avat (4) pembayaran

dilakukan dengan cara pemindahbuknan dan hulkt remindahbukuan juea

r;
AN 1T
berlaku s ebdgaj buktx pemb(\_\'aran.
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BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

. Pasal 26
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi,
Pembebasan, pengumnqan atau keringanan refribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mt.m“nxl.u ikan kemampuan wajib
ret'nbu51, antara lam untuk mengangsur.
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan relribusi di

oleh Bupati.

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGTHAN

' Pasal 27

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saai teruiangnva reiri buel,

kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak nidana dibidang relribusi,

t&adaluwarS‘x penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini

tertangguh ap e.hl :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat ’aksa atau ;
b, Ada pe**.ga" n utang 1etr1bum dari wajib retribusi baik langsung

maupun tidak Jangsung.
BAB XVIil :
KETENTUAN PENYTDIKAN

Pasal 28

jabat Pegawai NP oeri S'}ﬂ_ fertentu dilin Ln_ng;_m Pemerintah Daerah

":1

1'L beri wewenang khusus sebagai penvidik untuk meiakukan penyidikan

dana 'Lb"*avw Retribusi Daerah sebagaimana '.Li!)..\}s wd dalam
-

Hndal: i

tindak pi

Un ng - undang Nomor 8 Tahun 1981 te ntanq H\ kum Acara Pidana.

Wewenang penyidik schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalak

a. menerima, mencari, mengumpull\an ddn mcn(‘hh }\otoranoan atau
lavo oran berken daaii d'c'"lgﬂi‘l llﬂdﬁ}\ Pidiiﬂd dllu\{uuz Re tribust Dae ssah i,

b. meneliti, mencari dan mengumpuikan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan ilentang kebenaran perbuatan vang dilakukan

qphnhunoan denecan tindak nuiarm :

o) ==

Dipindai dengan CamScanner
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¢ Ineininda Lt'u,rdl'lgdﬂ clan bahan buktl dar araig pl‘ibddl atau vadan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Relribusi Daerah ;
d. menerima buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain

& meiakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen - dokumen serta melakukan penvitaan
terhadap bahan bukti tersebut ;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan lugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah :

g menytu'uh'"berhcnh, melarang seseorang meninggalkan ruangain atau
tempat pada’ saat pemeriksaan sodang berlangsung dan memmiksa
identitas orang dan atau dokwmen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada hurufe;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi

-~

=2

Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan ;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanca
Hndak pui:md dibidang Retribusi Daerah menurul Hukum vang dapat

therm n ggungj dwd Dk\dl‘l ’

o = mn ) e,
Letll }‘l‘llVlLUJ\Hll

7.4 Nt o

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib  Retribusi yang tidak melaksanakan Lkewajibannyva schingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).

(2) uv:l‘lf'u‘t aEngi\Hlu’li‘la ulhhl}\SIlLl avm (L) mua lul'(ll\ﬂll }'Lllljlmauh l\ltlk u"lu Ll.(\ll
disetor langsung ke Kas Daerah,

[ Za Y 1
(3) Tindak pidana bebdbcl].llhll‘ld dimaksud ayat (1) adalah pelanggraran,

PR VAN

RAR X
KETEI TUAN PENUTUP

Pasal 3i

Uenwan Berl unva Peraturan Dacrah ini maLa sermua ketentuan vang mengatur
tentang R\:Lz Ld“ Usaha Perkebunan dan Sertifikasi Benih / Bibil Tanaman

Perkebunan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 31
ral - hal vang belum diatur dalam Peraturan Daeralt i akan ditentlukan Jebil

Tanjut nleh Rupaly,

pu‘\di

Peraturan Daerah tni mular berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang \l.u\.n menye !.\hu-n\ a4, memerintahkan ponvuml.\m‘«m
Peraturan H.mml\ ini deng.m penempatannva Jdalam Lembaran Dacrah

Kabunaten Ranevai
, [l

Disahkan di Luwuk

.1..;L..l tangpal 25 Juni 2001
- \
e)/.‘.f IPAT! ‘BANGCAL

(l{)

' N L} . ' . ']
'll‘.‘l\““‘)'.hl‘l’ (CTRFITRLIY S

! ,,d‘.ﬂq;“ 1 \\3\?6 Tuni 2001

‘h )
-

QFRKRFT. \T‘IC. )\ RUPATEN BRANCCAL

/ M{g&\(ﬂ. Aletote

I ACSAKEH AKUM
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Dipindai dengan CamScanner



